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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

pengecualian pertanggungjawaban hukum bagi Tenaga Medis dan/atau Tenaga 

Kesehatan dalam Pasal 275 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 sesuai dengan 

prinsip Beneficence sebab tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk 

menyelamatkan nyawa. Hal ini juga selaras dengan Pasal 17 KODEKI yang 

mewajibkan dokter untuk melakukan pertolongan dalam situasi gawat darurat 

sebagai wujud dari tugas perikemanusiaan. Meskipun demikian, pasien tidak 

dihilangkan haknya untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami, 

namun berdasarkan Pasal 308 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 

situasi ini harus diselidiki dan diperiksa lebih lanjut oleh Majelis yang dibentuk 

oleh Menteri untuk menyelidiki lebih lanjut tujuan dari tindakan Tenaga Medis 

dan/atau Tenaga Kesehatan tersebut. Zaakwaarneming juga menjadi dasar 

hubungan antara Dokter dan pasien dalam situasi gawat darurat di kondisi 

pasien yang tidak sadarkan diri.  

Kemudian, Pasal 275 ayat (2) tidak dapat digunakan bagi non-Tenaga Medis 

dalam situasi ini. Namun, jika dilihat dalam sudut pandang prinsip Beneficence 

dan ditarik berdasarkan argumentum a contrario seharusnya Pasal 275 ayat (2) 

dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi non-Tenaga Medis yang 

memberikan pertolongan dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa sebab 

ada kewajiban bagi non-Tenaga Medis untuk memberikan pertolongan.  
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Dengan adanya prinsip Beneficence maka baik Tenaga Medis dan/atau 

Tenaga Kesehatan serta non-Tenaga Medis diharuskan untuk secara aktif 

berbuat baik. Memberikan pertolongan dalam situasi gawat darurat menjadi 

kewajiban bagi semua orang. 

B. Saran 

1. Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan 

Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan harus selalu bertindak sesuai 

dengan standar profesi dan mengutamakan penyelamatan nyawa, baik di 

dalam maupun di luar rumah sakit. Dengan adanya prinsip Beneficence dan 

pengecualian pertanggungjawaban hukum seharusnya meningkatkan 

semangat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan untuk melaksanakan 

pertolongan dalam tugas perikemanusiaan. Meskipun pertolongan tersebut 

dilakukan di luar rumah sakit atau dalam kondisi alat yang tidak selengkap 

di rumah sakit, Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan harus selalu 

mengutamakan keselamatan nyawa pasien yang ditolong. Penting juga bagi 

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk mengetahui dasar hukum seperti 

Pasal 275 ayat (2) agar Tenaga Medis memahami hak dan batasan tanggung 

jawab hukum bagi mereka. 

2. Bagi Pembuat Kebijakan  

Sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur perlindungan bagi non-

Tenaga Medis. Penting bagi pembuat kebijakan untuk kedepannya mengatur 

lebih jelas perlindungan hukum bagi  non-Tenaga Medis yang melakukan 

pertolongan dengan tujuan penyelamatan nyawa. 
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